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Abstract: implications of Supreme Court Decision Number 510 K/TUN/2023 on the holding 
of public auctions in Indonesia. This decision is very important in explaining the role and 
authority of the state administrative court in resolving complaints related to the results of 
public auctions which were previously handled by the general court. By determining that the 
state administrative court has more appropriate jurisdiction in this matter, the decision 
provides clearer and more convincing legal protection for contractors. The implications of 
this decision also include the need to review and improve public auction administration 
procedures to increase transparency, accountability and fairness. An in-depth analysis of the 
legal and practical implications of this decision not only provides a better understanding of 
the legal changes that may affect the management of public auctions in the future, but also 
emphasizes the importance of strengthening legal principles in the necessary administrative 
context. 
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Abstrak: implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 510 K/TUN/2023 terhadap 
penyelenggaraan lelang umum di Indonesia. Putusan ini sangat penting dalam menjelaskan 
peran dan kewenangan peradilan tata usaha negara dalam menyelesaikan pengaduan terkait 
hasil pelelangan umum yang sebelumnya ditangani oleh peradilan umum. Dengan 
menetapkan bahwa pengadilan tata usaha negara mempunyai yurisdiksi yang lebih tepat 
dalam hal ini, putusan tersebut memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas dan 
meyakinkan bagi kontraktor. Implikasi dari keputusan ini juga mencakup perlunya 
peninjauan dan perbaikan prosedur administrasi pelelangan umum untuk meningkatkan 
transparansi, akuntabilitas dan keadilan. Analisis mendalam mengenai implikasi hukum dan 
praktis dari keputusan ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai 
perubahan hukum yang mungkin mempengaruhi pengelolaan pelelangan umum di masa 
depan, namun juga menekankan pentingnya penguatan prinsip-prinsip hukum dalam konteks 
administratif yang diperlukan.  
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Kata Kunci: Lelang, Akuntabilitas, Administrasi. 
 
 

PENDAHULUAN 
Putusan Mahkamah Agung (MA) merupakan titik penting dalam perkembangan sistem 

hukum yang terus berkembang secara dinamis. Dalam konteks ini, Putusan MA Nomor 510 
K/TUN/2023 tentang perkara hasil lelang negara menimbulkan tantangan terhadap wilayah 
hukum PTUN (Sudiarto, 2021). Sebelumnya, kewenangan tersebut kerap dipertanyakan 
dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan prosedur administrasi, terutama dalam konteks 
pelelangan umum. Hal ini bermula dari ketidakpastian mengenai forum yang tepat untuk 
menyelesaikan sengketa putusan lelang negara, yang sering kali melibatkan nilai material dan 
kepentingan publik yang signifikan. Putusan Mahkamah Agung tidak hanya menetapkan 
kewenangan peradilan tata usaha negara dalam menyelesaikan sengketa lelang umum, namun 
juga mempunyai implikasi yang mendalam terhadap prosedur hukum yang ada. Dampak 
tersebut antara lain perlunya penyesuaian peraturan perundang-undangan yang mengatur 
proses lelang negara untuk memastikan proses hukum yang adil dan transparan dapat 
terlaksana dengan baik. Pemahaman yang lebih baik mengenai yurisdiksi peradilan tata usaha 
negara dalam konteks ini sangat penting untuk menerapkan hukum secara konsisten dan 
dapat diprediksi guna menjaga integritas dan keadilan proses lelang umum di Indonesia. 

Dari segi praktis, putusan Mahkamah Agung Nomor 510 K/TUN/2023 
menggambarkan perubahan penting dalam paradigma hukum administrasi di Indonesia. Hal 
ini mengharuskan pemerintah dan  pelaku pasar untuk meninjau  dan, jika perlu, mengubah 
peraturan yang ada untuk memastikan kepatuhan terhadap keputusan Mahkamah Agung. 
Selain itu, perlu juga dicatat bahwa keputusan ini dapat mempengaruhi dinamika ekonomi 
dan perdagangan, karena lelang umum sering kali dikaitkan dengan investasi publik yang 
signifikan dan manfaat ekonomi nasional. Partisipasi aktif peradilan tata usaha negara dalam 
menyelesaikan sengketa terkait pelelangan umum juga menunjukkan adanya perkembangan 
pendekatan hukum administrasi publik. Hal ini mencerminkan upaya memperkuat 
perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses lelang, baik pemerintah 
maupun swasta. Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung ini tidak hanya menandai 
perubahan penafsiran hukum namun juga merupakan langkah penting menuju peradilan 
administratif yang lebih inklusif dan terbuka. Dampak  putusan Mahkamah Agung Nomor 
510 K/TUN/2023 juga dapat dirasakan dalam konteks reformasi hukum yang lebih luas di 
Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai perlunya meninjau kembali sistem 
peradilan administratif dan peraturan yang mengatur pelelangan umum. 

Penguatan yurisdiksi peradilan tata usaha negara untuk menyelesaikan sengketa terkait 
pelelangan umum dapat memberikan dorongan untuk mengevaluasi dan memperbaiki 
mekanisme hukum yang ada agar lebih responsif terhadap persyaratan keadilan dan 
keberlanjutan ekonomi. Secara historis, perubahan penafsiran hukum, sebagaimana 
dibuktikan dengan keputusan Mahkamah Agung No. 510 K/TUN/2023, seringkali menjadi 
pendorong bagi reformasi  sistem hukum selanjutnya. Hal ini sangat relevan dalam konteks 
pelelangan umum, dimana transparansi dan akuntabilitas prosesnya sangat penting untuk 
mencegah konflik peraturan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 
Oleh karena itu, keputusan ini mendorong dialog yang lebih luas dan inklusif antara 
pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa perubahan 
peraturan yang diperlukan dapat diterapkan dengan tepat dan efektif (Yuniza, 2021). Perlu 
diketahui bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 510 K/TUN/2023 tidak hanya 
mempunyai implikasi hukum tetapi juga mempengaruhi dinamika politik dan sosial di 
Indonesia. Dalam konteks yang lebih luas, penetapan yurisdiksi pengadilan tata usaha negara 
dalam sengketa terkait pelelangan umum dapat memperkuat prinsip demokrasi dan supremasi 
hukum dalam sistem hukum nasional. Hal ini menunjukkan komitmen kami untuk 

https://dinastirev.org/JIHHP


https://dinastirev.org/JIHHP,                                                   Vol. 4, No. 6, September 2024 

2148 | P a g e  

membangun sistem hukum yang stabil dan andal, yang merupakan prasyarat bagi 
pembangunan  berkelanjutan dan inklusif. 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 510 K/TUN/2023 menekankan pentingnya 
penafsiran hukum administrasi di Indonesia secara hati-hati dan kontekstual. Hal ini 
menyoroti perlunya para pemangku kepentingan, termasuk praktisi hukum, akademisi dan 
pembuat kebijakan, untuk terus memantau dan menganalisis perkembangan terkini dalam 
kasus hukum. Hal ini tidak hanya sekedar memahami implikasi hukum dari keputusan ini 
tetapi juga  memastikan bahwa sistem hukum Indonesia tetap relevan dan mampu menjawab 
tantangan zaman yang terus berubah. 

Tujuan dari diadakannya kajian penelitian ini ialah menyelidiki bagaimana 
implementasi interpretasi kewenangan pengadilan administrasi dalam putusan MA Nomor 
510 K/TUN/2023 dapat meningkatkan kejelasan dan kepastian hukum dalam penyelesaian 
sengketa terkait lelang negara, menganalisis dampak perubahan prosedur administratif lelang 
negara yang disebabkan oleh putusan MA Nomor 510 K/TUN/2023 terhadap transparansi, 
akuntabilitas, dan keadilan dalam proses lelang dan mengidentifikasi perubahan regulasi yang 
diperlukan dalam tata kelola lelang negara sebagai respons terhadap putusan MA Nomor 510 
K/TUN/2023 guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem lelang negara di Indonesia.  

 
METODE 

Metode penelitian yang digunakan dalam analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 
510/K/TUN/2023 tentang Penyelenggaraan Pelelangan Umum akan menerapkan pendekatan 
kualitatif dan konseptual. Pendekatan kualitatif akan digunakan untuk memahami secara 
mendalam interpretasi hukum dan implikasi  putusan Mahkamah Agung terhadap sistem 
lelang umum di Indonesia. Kajian ini akan mencakup analisis tekstual terhadap dokumen-
dokumen hukum, khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 510 K/TUN/2023 serta 
dokumen-dokumen terkait untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan signifikan dalam 
hukum Tata Negara yang timbul dari situ. 

Selain itu, pendekatan konseptual akan digunakan untuk mengembangkan kerangka 
konseptual yang diperlukan untuk menganalisis dampak putusan Mahkamah Agung terhadap 
prosedur administrasi lelang umum. Hal ini mencakup tinjauan mendalam terhadap literatur 
yang berkaitan dengan teori hukum administrasi, prinsip keadilan, transparansi dan 
perlindungan hukum kontraktor. Melalui pendekatan ini, studi ini akan mengeksplorasi 
konsep-konsep kunci yang relevan untuk memahami implikasi hukum dan praktis dari 
putusan Mahkamah Agung. Analisis kualitatif akan fokus pada pengumpulan data dari 
sumber sekunder seperti dokumen hukum, artikel akademis dan laporan penelitian terkait. 

Data tersebut akan dianalisis secara mendalam untuk mengetahui pola, tema dan 
penafsiran mengenai kewenangan peradilan tata usaha negara dalam menangani sengketa 
lelang umum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman  
komprehensif mengenai dampak putusan Mahkamah Agung terhadap kegiatan hukum dan 
administrasi di bidang ini. Lebih lanjut, penggunaan pendekatan konseptual akan 
memudahkan pengembangan kerangka analisis yang sistematis untuk menilai dampak 
putusan Mahkamah Agung Nomor 510 K/TUN/2023. Hal ini mencakup penerapan teori-teori 
hukum administrasi, konsep keadilan prosedural, dan prinsip-prinsip perlindungan hukum 
untuk memperjelas dampak keputusan terhadap aspek-aspek penting dalam proses lelang 
umum. Kajian ini juga akan memperhatikan konteks hukum Indonesia yang unik, termasuk 
perkembangan hukum terkini dan perubahan peraturan administratif yang mempengaruhi 
penyelenggaraan lelang umum. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dan konseptual yang 
digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam 
memahami dan memberikan rekomendasi mengenai perbaikan sistem lelang umum agar lebih 
tepat dan adil sesuai peraturan hukum yang berlaku. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Interpretasi Kewenangan Pengadilan Administrasi Dalam Putusan Mahkamah Agung 
Nomor 510 K/TUN/2023 Mempengaruhi Efektivitas Penyelesaian Sengketa Terkait 
Lelang Negara Di Indonesia 

Putusan MA tersebut memperjelas bahwa badan peradilan tata usaha negara 
mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan mengenai hasil pelelangan umum 
yang selama ini sering berada dalam lingkup peradilan umum atau menimbulkan 
ketidakpastian hukum mengenai forum yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. 
Secara konstitusional, kewenangan peradilan tata usaha negara atas sengketa administrasi  
diakui dalam UUD 1945, yang menyatakan bahwa peradilan tata usaha negara berwenang 
menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat tindakan administratif (Dewi, 2021). Namun 
sebelum adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 510 K/TUN/2023, penafsiran 
kewenangan tersebut seringkali tidak jelas dalam konteks pelelangan umum, dimana banyak  
terjadi perselisihan akibat harga lelang yang menjadi permasalahan. Pengakuan baru atas 
yurisdiksi pengadilan tata usaha negara dalam putusan Mahkamah Agung merupakan langkah 
penting menuju kepastian hukum yang lebih besar dalam penyelesaian sengketa yang 
berkaitan dengan lelang harga publik. Hal ini dapat membantu mengurangi ketidakpastian 
hukum dan meningkatkan prediktabilitas  proses hukum terkait pelelangan umum, karena 
peserta lelang dapat  lebih yakin bahwa perselisihan mereka akan diselesaikan dalam forum 
dengan yurisdiksi dan otoritas yang sesuai. Dampak penafsiran ini tidak hanya terbatas pada  
kepastian hukum saja, namun juga berdampak pada efektivitas penyelesaian sengketa secara 
keseluruhan. Dengan memperjelas yurisdiksi peradilan tata usaha negara, keputusan 
Mahkamah Agung memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa terkait 
pelelangan umum untuk mengakses sistem peradilan yang lebih terspesialisasi dan spesifik 
tergantung pada kebutuhan mereka. 

 Hal ini dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu 
perselisihan dan menghindari kebingungan yang sering terjadi ketika perselisihan harus 
diselesaikan di  forum yang berbeda. Selain itu, peningkatan efisiensi penyelesaian sengketa 
juga tercermin dari kemampuan mengurangi beban kerja peradilan umum yang sebelumnya 
harus menyelesaikan sengketa administratif seperti sengketa lelang umum. Dengan 
memberikan kewenangan yang tegas kepada peradilan tata usaha negara, maka peradilan 
umum dapat lebih fokus menangani perkara-perkara yang lebih relevan dengan mandatnya, 
seperti perkara pidana, perkara perdata, dan perkara-perkara yang memerlukan perhatian 
khusus dari peradilan umum. Selain penyelesaian sengketa yang efektif, penafsiran wilayah 
hukum PTUN dalam Putusan MA Nomor 510 K/TUN/2023 juga dapat mempengaruhi 
kemampuan para pihak dalam mengakses keadilan mengenai sengketa yang berkaitan dengan 
pelelangan umum. Dengan memberikan akses yang lebih mudah dan cepat ke forum yang 
sesuai dengan jenis perselisihan mereka, kontraktor mempunyai peluang lebih besar untuk 
secara efektif melindungi hak-hak mereka berdasarkan hukum. Namun, peningkatan akses 
terhadap keadilan juga memerlukan pendekatan yang bijaksana dalam penyelenggaraan 
peradilan untuk memastikan bahwa pengadilan tata usaha negara dapat menangani 
peningkatan beban kerja yang  mungkin timbul karena meningkatnya jumlah perselisihan 
yang diajukan. Hal ini memerlukan perbaikan manajemen perkara, sumber daya manusia, dan 
infrastruktur peradilan tata usaha negara untuk mendukung efektivitas proses peradilan yang 
mampu memenuhi kebutuhan keadilan yang cepat, transparan, dan berdasarkan hukum. 
Selain itu, penerapan interpretasi yurisdiksi pengadilan tata usaha negara juga menimbulkan 
tantangan  harmonisasi dengan peraturan dan praktik lelang negara yang ada. 

 Kerja sama yang erat antara pengadilan administratif, pemerintah, dan lembaga terkait 
diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan dan praktik lelang nasional diperbarui sejalan 
dengan interpretasi baru ini. Hal ini mungkin melibatkan perubahan undang-undang dan 
peraturan  yang ada untuk mencerminkan perubahan dalam cara penanganan sengketa lelang 
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umum oleh pengadilan administratif. Lebih lanjut, penafsiran wilayah hukum PTUN dalam 
Putusan MA Nomor 510 K/TUN/2023 juga mencerminkan semakin aktifnya peran PTUN 
dalam memantau dan mengevaluasi tindakan tata usaha negara, termasuk proses lelang 
negara. Hal ini dapat mendorong  akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar dalam 
pengelolaan lelang umum, karena pemerintah dan lembaga penegak kebijakan harus 
mempertimbangkan risiko  keputusan administratif mereka yang digugat di  pengadilan tata 
usaha negara. Secara umum, meningkatnya peran  pengadilan tata usaha negara dalam 
menyelesaikan sengketa terkait pelelangan umum juga memberikan peluang untuk 
memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum dalam sistem hukum 
internasional. Hal ini mencakup upaya untuk membangun sistem hukum yang stabil dan 
dapat dipercaya, yang merupakan prasyarat bagi pembangunan  berkelanjutan dan inklusif di 
Indonesia. Penafsiran wilayah hukum PTUN dalam Putusan MA Nomor 510 K/TUN/2023 
berpengaruh signifikan terhadap efisiensi penyelesaian sengketa  lelang umum di Indonesia. 
Dengan memberikan kejelasan dan konsistensi dalam forum penyelesaian sengketa 
administratif, peradilan tata usaha negara dapat berperan lebih jelas dalam menjaga keadilan, 
transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan lelang umum. Meskipun masih 
terdapat tantangan dan implikasi praktis yang harus diatasi, langkah ini merupakan langkah 
penting dalam memperkuat sistem hukum administratif dan menjaga integritas proses lelang 
umum di Indonesia. 
Implikasi Perubahan Dalam Interpretasi Hukum Oleh Mahkamah Agung Terhadap 
Prosedur Administratif Lelang Negara 

Signifikansi perubahan interpretasi hokum Mahkamah Agung terhadap tata cara 
administrasi lelang umum, khususnya dalam konteks Putusan Mahkamah Agung Nomor 510 
K/TUN/2023, mencerminkan dinamika penting dalam sistem hukum administrasi Indonesia. 
Putusan ini memperjelas kewenangan badan peradilan tata usaha negara dalam 
menyelesaikan perselisihan hasil pelelangan umum, dimana sebelumnya seringkali terdapat 
ketidakpastian hukum mengenai forum yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. 
Implikasi dari perubahan penafsiran ini mencakup berbagai aspek penting dalam tata cara 
administrasi lelang umum yang perlu dipahami secara mendalam untuk memahami 
dampaknya terhadap pengelolaan lelang umum di Indonesia . Perubahan penafsiran hukum  
Mahkamah Agung, khususnya mengenai kewenangan peradilan tata usaha negara, dapat 
berdampak langsung pada pengaturan dan pelaksanaan penyelesaian sengketa lelang umum 
di Indonesia (Usman, 2022). Dengan memberikan kejelasan mengenai forum yang tepat 
untuk menyelesaikan perselisihan ini, Putusan Mahkamah Agung Nomor 510 K/TUN/2023 
dapat meningkatkan prediktabilitas hukum  proses lelang umum negara. Kontraktor dan 
pemangku kepentingan dapat memiliki keyakinan lebih besar bahwa perselisihan mereka 
akan diselesaikan oleh pengadilan dengan yurisdiksi dan yurisdiksi yang sesuai, sehingga 
mengurangi ketidakpastian hukum yang dapat menghalangi Berinvestasi dan berpartisipasi 
dalam lelang umum. 

 Selain itu, perubahan penafsiran ini juga berdampak pada perlindungan hukum  peserta 
lelang umum. Dengan memperjelas yurisdiksi pengadilan administratif, keputusan 
Mahkamah Agung memberikan jaminan bahwa kontraktor memiliki akses yang lebih besar 
untuk melindungi hak-hak mereka berdasarkan hukum. Hal ini mencakup perlindungan 
terhadap tindakan administratif yang melanggar hukum atau tidak teratur, yang dapat dinilai 
lebih cermat oleh pengadilan tata usaha negara dalam yurisdiksinya. Implikasi lain dari 
perubahan penafsiran UU MA adalah potensi peningkatan transparansi dan akuntabilitas  
proses lelang negara. Dengan memperkuat peran pengadilan tata usaha negara, proses lelang 
negara dapat menjadi lebih terbuka dan akuntabel, karena keputusan dan tindakan 
administratif  terkait  lelang dapat memiliki yurisdiksi peninjauan yang lebih ketat. Hal ini 
merupakan langkah penting menuju peningkatan integritas sistem lelang negara, yang penting 
untuk membangun kepercayaan publik dan meminimalkan risiko penyalahgunaan atau 
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korupsi. Selain aspek hukum dan administrasi, perubahan interpretasi  Mahkamah Agung 
juga dapat menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan. Pelelangan umum seringkali 
melibatkan nilai material yang signifikan dan berpotensi mempengaruhi stabilitas 
perekonomian nasional (Jayanti, 2018). 

 Dengan memberikan kepastian hukum yang lebih besar dan prosedur yang lebih 
transparan, Putusan Mahkamah Agung No. 510 K/TUN/2023 dapat menciptakan lingkungan 
yang lebih menguntungkan bagi investasi dan perekonomian pembangunan, karena 
pengusaha dapat merencanakan  dengan lebih baik untuk berpartisipasi dalam lelang umum . 
Namun, penerapan perubahan ini juga menimbulkan tantangan praktis yang harus diatasi. 
Misalnya,  beban kerja pengadilan tata usaha negara meningkat karena jumlah sengketa yang 
dapat diselesaikan oleh pengadilan tersebut meningkat. Diperlukan langkah-langkah untuk 
memperkuat kapasitas pengadilan administratif dalam menyelesaikan perselisihan secara 
efektif dan cepat, serta memastikan bahwa hak-hak para pemangku kepentingan dapat 
dilindungi tanpa hambatan atau penundaan dalam proses persidangan. Selain itu, 
menyelaraskan interpretasi  Mahkamah Agung terhadap undang-undang baru tersebut dengan 
peraturan dan praktik lelang negara yang ada juga menimbulkan tantangan yang signifikan. 
Pemerintah dan lembaga pelaksana harus bekerja sama untuk memastikan bahwa peraturan 
lelang nasional diperbarui dengan segera dan sejalan dengan perubahan dalam cara 
penyelesaian sengketa melalui pengadilan administratif. Hal ini mencakup peninjauan  
prosedur administratif yang ada dan, jika perlu, penyusunan peraturan baru untuk 
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses tender. 

 Dari sudut pandang sosial dan politik, perubahan interpretasi  Mahkamah Agung juga 
dapat memperkuat prinsip demokrasi dan supremasi hukum dalam sistem peradilan 
Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa setiap tindakan administratif, termasuk dalam 
pelelangan umum, harus sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku dan dapat 
dipertanggungjawabkan kepada pengadilan. Hal ini tidak hanya mendukung tata kelola 
pemerintahan yang baik dalam administrasi publik namun juga menciptakan landasan yang 
lebih kuat bagi penerapan hukum yang adil dan merata bagi seluruh warga negara. Dampak 
perubahan interpretasi  Mahkamah Agung terhadap prosedur administrasi lelang umum juga 
dapat mempengaruhi tata kelola dan manajemen risiko dalam konteks tata kelola yang baik. 
Dengan menekankan peran peradilan tata usaha negara dalam menyelesaikan sengketa terkait 
lelang umum, maka Putusan Mahkamah Agung Nomor 510 K/TUN/2023 dapat mendorong 
pemerintah dan organisasi terkait untuk meningkatkan mekanisme pengawasan dan 
pengendalian dalam proses lelang. Hal ini mencakup pengembangan kebijakan yang lebih 
rinci untuk mengelola risiko terkait lelang umum, seperti risiko penipuan, benturan 
kepentingan, dan ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku. Perubahan 
penafsiran ini juga memberikan peluang peningkatan partisipasi masyarakat sipil dalam 
pengawasan  proses lelang negara. 

 Dengan memastikan akses yang lebih baik terhadap lembaga peradilan untuk 
menyelesaikan sengketa terkait lelang, masyarakat sipil dan LSM dapat berperan lebih aktif 
dalam memastikan bahwa proses lelang dilakukan secara adil, transparan dan konsisten 
dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Hal ini dapat membantu menciptakan budaya 
akuntabilitas di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses lelang, yang pada akhirnya 
dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah dan 
kepatuhannya terhadap hukum (Nugrohandhin, 2019). Namun, penerapan perubahan 
penafsiran hukum juga dapat menimbulkan tantangan terhadap konsistensi dan keseragaman 
keputusan administratif pengadilan. Koordinasi yang baik antara pengadilan tata usaha 
negara di berbagai tingkat dan daerah diperlukan untuk memastikan bahwa penafsiran hukum 
yang diberikan konsisten dan dapat diprediksi. Hal ini penting untuk menjaga integritas 
sistem peradilan dan menghindari inkonsistensi yang dapat merugikan pihak-pihak yang 
terlibat dalam sengketa lelang umum. Perubahan penafsiran Mahkamah Agung juga dapat 
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mendorong berkembangnya wacana hukum yang lebih luas mengenai perlindungan hak asasi 
manusia dalam konteks pelelangan umum. Dengan menetapkan kewenangan pengadilan tata 
usaha negara untuk menyelesaikan perselisihan semacam ini, keputusan Mahkamah Agung 
dapat membuka ruang  diskusi mengenai bagaimana prinsip-prinsip hak asasi manusia, 
termasuk hak untuk menghadap pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten, dapat 
dihormati dan diterapkan secara lebih luas. 

Hal ini mencerminkan adanya perubahan pemikiran hukum di Indonesia menuju 
perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak individu dalam kegiatan administrasi negara. 
Secara umum, perubahan tafsir hukum  Mahkamah Agung mengenai tata cara administrasi 
pelelangan umum sebagaimana tertuang dalam Putusan MA Nomor 510 K/TUN/2023 tidak 
hanya berdampak pada aspek praktis penyelenggaraan pelelangan umum, namun juga 
mempunyai dampak yang signifikan. Langkah-langkah untuk mengelola dampak dan 
menanggapi tantangan yang timbul dari perubahan ini akan menjadi penting untuk 
memastikan bahwa pengelolaan lelang umum dan sistem peradilan di Indonesia dapat 
berjalan secara efektif dan adil bagi semua pihak yang terlibat. 

 
KESIMPULAN 

Penafsiran hukum yang diberikan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 510 
K/TUN/2023 semakin memberikan kejelasan dan kepastian hukum mengenai kewenangan 
badan peradilan tata usaha negara dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan 
lelang umum di Indonesia. Keputusan ini tidak hanya memperkuat peran pengadilan tata 
usaha negara dalam menjaga keadilan dan transparansi proses lelang, namun juga 
meningkatkan akses terhadap keadilan bagi peserta lelang yang menyatakan kepentingannya 
telah dilanggar. 

 Dampaknya juga meluas ke sektor perekonomian dengan menciptakan lingkungan 
yang lebih menguntungkan bagi investasi dan pembangunan ekonomi melalui peningkatan 
kepastian hukum dalam prosedur administrasi lelang umum. Namun, penerapan perubahan 
ini juga menimbulkan tantangan yang perlu diatasi, seperti konsistensi dalam penafsiran 
hukum antara pengadilan tata usaha negara dan harmonisasi dengan peraturan persaingan 
usaha saat ini. Langkah-langkah tambahan untuk memperkuat kapasitas sistem peradilan 
administratif, memastikan koordinasi yang efektif antara lembaga-lembaga terkait dan 
meningkatkan partisipasi masyarakat sipil dalam memantau proses pengadaan barang/jasa 
negara akan sangat penting untuk menjaga efektivitas dan integritas  perubahan jangka 
panjang dalam penafsiran ini. 
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